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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah pemeriksaan di 
sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 
perikanan dan bagaimanakah kedudukan 
pengadilan perikanan sebagai pengadilan 
khusus yang berada di lingkungan peradilan 
umum, yang dengan metode penelitian hukum 
normatif disimpulkan bahwa: 1. Pemeriksaan di 
sidang pengadilan perkara tindak pidana 
perikanan. Pemeriksaan di sidang pengadilan 
dalam perkara tindak pidana di bidang 
perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara 
yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang perikanan. Pemeriksaan di 
sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa 
kehadiran terdakwa. Dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut 
umum, hakim harus sudah menjatuhkan 
putusan. Putusan perkara dapat dilakukan oleh 
hakim tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal 
putusan pengadilan dimohonkan banding ke 
pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah 
Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak tanggal berkas perkara 
diterima. Hakim pengadilan perikanan terdiri 
atas hakim karier dan hakim ad hoc. Majelis 
hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 
(satu) hakim karier. Hakim karier ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung. Hakim ad hoc diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua 
Mahkamah Agung. 2. Kedudukan pengadilan 
perikanan sebagai pengadilan khusus yang 
berada di di lingkungan peradilan umum 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 
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Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan, berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus tindak pidana di 
bidang perikanan. Pengadilan perikanan berada 
di lingkungan peradilan umum dibentuk di 
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, 
Pontianak, Bitung, dan Tual. Pembentukan 
pengadilan perikanan dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kebutuhan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  




A. Latar belakang 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan, Indonesia sebagai sebuah 
negara kepulauan yang sebagian besar 
wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi 
perikanan yang sangat besar dan beragam. 
Potensi perikanan yang dimiliki merupakan 
potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan 
untuk masa depan bangsa, sebagai tulang 
punggung pembangunan nasional.  
Terjadinya tindak pidana perikanan dapat 
menimbulkan kerugian bagi negara dan bangsa 
Indonesia karena ikan merupakan sumber 
protein hewani yang dapat dimanfaat bagi 
kelangsungan hidup rakyat dan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
karena sumberdaya ikan memiliki nilai 
ekonomis apabila dikelola dengan baik dan 
dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Oleh 
karena itu penegakan hukum perlu dilakukan 
secara efektif dan efisien guna mencegah dan 
memberantas tindak pidana perikanan di 
perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai negara kepulauan. 
 
B.  RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana 
perikanan ? 
2. Bagaimanakah kedudukan pengadilan 
perikanan sebagai pengadilan khusus 
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C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum yang digunakan 
untuk menyusun penulisan ini ialah penelitian 
hukum normatif.  
 
PEMBAHASAN 
A. Pemeriksaan Perkara Perikanan  Di Sidang 
Pengadilan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, Pemeriksaan di Sidang 
Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 
77. Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 
perkara tindak pidana di bidang perikanan 
dilakukan berdasarkan hukum acara yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini. 
Pasal 78 ayat: 
(1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas 
hakim karier dan hakim ad hoc.  
(2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) 
hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier.  
(3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.  
(4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Ketua Mahkamah 
Agung.  
Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “hakim ad hoc” adalah seseorang yang 
berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, 
perguruan tinggi di bidang perikanan, 
organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai 
keahlian di bidang hukum perikanan. 
Penjelasan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) 
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan 
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan 
secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Umum pada dasarnya untuk 
mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan peradilan yang 
bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui 
penataan sistem peradilan yang terpadu 
(integrated justice system), terlebih peradilan 
umum secara konstitusional merupakan salah 
satu badan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung yang mempunyai kewenangan dalam 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara 
perdata dan pidana.3 
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Sejalan 
dengan ketentuan tersebut maka salah satu 
prinsip penting negara hukum adalah adanya 
jaminan penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan.4 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, Pasal 79. Pemeriksaan di 
sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa 
kehadiran terdakwa.Pemeriksaan di Sidang 
Pengadilan. 
Pasal 80 ayat: 
(1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal 
penerimaan pelimpahan perkara dari 
penuntut umum, hakim harus sudah 
menjatuhkan putusan.  
(2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim 
tanpa kehadiran terdakwa.  
Pasal 81 ayat: 
                                                             
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 
4Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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a. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di 
sidang pengadilan berwenang menetapkan 
penahanan selama 20 (dua puluh) hari.  
b. Jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling 
lama 10 (sepuluh) hari.  
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan 
terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum 
jangka waktu penahanan berakhir jika 
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan 
Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 190 
huruf: 
a. Selama pemeriksaan di sidang, jika 
terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat 
memerintahkan dengan surat 
penetapannya untuk menahan terdakwa 
apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan 
terdapat alasan cukup untuk itu.  
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan 
dapat memerintahkan dengan surat 
penetapannya untuk membebaskan 
terdakwaa jika terdapat alasan cukup untuk 
itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
menyatakan dalam Pasal 191 ayat: 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.  
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan képada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum.  
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada 
dalam status tahanan diperintahkan untuk 
dibebaskan seketika itu juga kecuali karena 
ada alasan lain yang sah terdakwa perlu 
ditahan.  
Penjelasan Pasal 191 ayat (1): Yang 
dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" 
adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian 
hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan 
hukum acara pidana ini. Ayat (3): Jika terdakwa 
tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan 
lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas 
diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
sebagai pengawas dan pengamat terhadap 
pelaksanaan putusan pengadilan.  
Norma hukum itu harus mendapat 
pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan 
dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus 
diketahui dan secara rasional dipahami oleh 
masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat 
terlaksana dalam komunikasi dengan orang 
lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut 
ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang 
disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. 
Dengan menaati hukum, kebebasan dan 
kepentingan masyarakat dakan terjamin 
sehingga martabatnya sebagai manusia pun 
tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup 
damai dan tenteram. Dengan norma hukum, 
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama 
termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika 
seseorang melanggar norma hukum, ia 
ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan 
dijatuhi hukuman.5 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, Pasal 82 ayat: 
(1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan 
banding ke pengadilan tinggi, perkara 
tersebut diperiksa dan diputus dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak tanggal berkas perkara 
diterima oleh pengadilan tinggi.  
(2) Untuk kepentigan pemeriksaan, hakim di 
sidang pengadilan tinggi berwenang 
menetapkan penahanan selama 20 (dua 
puluh) hari.  
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling 
lama 10 (sepuluh) hari.  
Pasal 80 ayat: 
(1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal 
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penerimaan pelimpahan perkara dari 
penuntut umum, hakim harus sudah 
menjatuhkan putusan.  
(2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim 
tanpa kehadiran terdakwa.  
Pasal 81 ayat: 
(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di 
sidang pengadilan berwenang menetapkan 
penahanan selama 20 (dua puluh) hari.  
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
paling lama 10 (sepuluh) hari.  
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari 
tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi.  
Pasal 82 ayat: 
(1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan 
banding ke pengadilan tinggi, perkara 
tersebut diperiksa dan diputus dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak tanggal berkas perkara 
diterima oleh pengadilan tinggi.  
(2) Untuk kepentigan pemeriksaan, hakim di 
sidang pengadilan tinggi berwenang 
menetapkan penahanan selama 20 (dua 
puluh) hari.  
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling 
lama 10 (sepuluh) hari.  
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup 
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari 
tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi.  
Pasal 83 ayat: 
(1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi 
dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, 
perkara tersebut diperiksa dan diputus 
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas 
perkara diterima oleh Mahkamah Agung.  
(2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di 
sidang Mahkamah Agung berwenang 
menetapkan penahanan selama 20 (dua 
puluh) hari.  
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila perlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang 
belum selesai, dapat diperpanjang oleh 
Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 
(sepuluh) hari.  
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3), tidak menutup 
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari 
tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi.  
Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan 
yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, 
yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. 
Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP 
disebutkan, penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara 
yang diatur dalam undang-undang untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana yang 
terjadi dan menemukan tersangka.6  
Ketentuan tentang “penuntutan” diatur 
dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Pengertian 
Penuntutan adalah tindakan untuk 
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan 
negeri yang berwenang dalam hal menurut cara 
yang diatur undang-undang dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di 
sidang pengadilan.7  
Pemeriksaan akhir berlangsung di 
pengadilan, yang tahap-tahapnya meliputi: 
a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 
KUHAP); 
b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP); 
c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli; 
d. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 
KUHAP); 
e. Pembuktian  (Pasal 181 KUHAP); 
f. Requisitor atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 
huruf (A) KUHAP); 
g. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP; 
h. Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir C 
KUHAP); 
                                                             
6Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Editor) Tarmizi, 
Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 166. 
7 Ibid, hal. 166. 
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i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP); dan 
j. Putusan Pengadilan.8 
Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kejahatan. 
Menanggulangi di sini berarti usaha untuk 
mengendalikan kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 
laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta 
mendapat pidana.9  
Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem 
peradilan pidana bertujuan untuk:  
1. mencegah masyarakat menjadi korban 
kejahatan;  
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 
sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan 
telah ditegakkan dan yang bersalah di 
pidana;  
3. mengusahakan agar mereka yang pernah 
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 
kejahatannya.10 
Bila mengacu kepada tujuan sistem 
peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai 
usaha mencegah dan menanggulangi 
kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan 
direhabilitasi serta dilindunginya korban dan 
masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja 
sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 
Pemasyarakatan. Dari keempat instnasi ini yang 
sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya 
pidana penjara adalah kepolisian sebagai 
penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. 
Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan 
penegak hukum dalam arti bahwa ketiga 
instansi ini yang menentukan seseorang itu 
dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya 
hakim.11  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 
184 yang menyatakan pada ayat: 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 
                                                             
8 Ibid. 
9Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara Dalam 
Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana, 
CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hal. 55-56.  
10 Ibid, hal. 56. 
11 Ibid. 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak 
perlu dibuktikan.  
Pembuktian merupakan suatu proses yang 
dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah 
dilakukan tindakan dengan prosedur khusus 
untuk mengetahui apakah suatu fakta atau 
pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan 
yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau 
tidak seperti yang dinyatakan.12 
Suatu alat bukti yang dipergunakan di 
pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di 
antaranya: 
a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk 
dipakai sebagai alat bukti; 
b. Reability, yaitu alat bukti tersebut dapat 
dipercaya keabsahannya; 
c. Necessity, yakni alat bukti yang diajukan 
memang diperlukan untuk membuktikan 
suatu fakta; 
d. Relevance, yaitu alat bukti yang diajukan 
mempunyai relevansi dengan fakta yang 
akan dibuktikan.13 
 
B. Kedudukan Pengadilan Perikanan Sebagai 
Pengadilan Khusus 
Pada setiap badan peradilan mempunyai 
kekuasaan dan wewenang masing-masing di 
dalam tugasnya menyelesaikan perkara, sedang 
istilah “pengadilan” pengertiannya lebih 
mengacu kepada fungsi badan peradilan, 
karena suatu badan peradilan fungsinya 
menyelenggarakan pengadilan untuk 
memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang 
diajukan kepadanya.14 
Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan. 
Pasal 71 ayat: 
(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk 
pengadilan perikanan yang berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus 
tindak pidana di bidang perikanan.  
                                                             
12 Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan 
Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 
2009, hal.13. 
13 Ibid. hal. 14. 
14  Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, 
Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 16 
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(2) Pengadilan perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berada di 
lingkungan peradilan umum.  
(3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual  
(4) Daerah hukum pengadilan perikanan 
sebagaimana dimaskud pada ayat (3) 
sesuai dengan daerah hukum pengadilan 
negeri yang bersangkutan.  
(5) Pengadilan perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 
(dua) tahun terhitung sejak tanggal 
Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah 
melaksanakan tugas dan fungsinya.  
(6) Pembentukan pengadilan perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden.  
(7) Daerah hukum pengadilan perikanan 
sebagaimana dimaskud pada ayat (3) 
sesuai dengan daerah hukum pengadilan 
negeri yang bersangkutan.  
(8) Pengadilan perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 
(dua) tahun terhitung sejak tanggal 
Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah 
melaksanakan tugas dan fungsinya.  
(9) Pembentukan pengadilan perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 
Pemahaman kekuasaan dalam aspek 
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, 
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah 
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, 
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat 
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, 
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan 
sebagai suatu kekuasaan yang telah 
dilembagakan.15 
Pembentukan pengadilan perikanan akan 
sangat membantu upaya penegakan hukum 
terhadap perkara tindak pidana perikanan, 
karena melalui pengadilan perikanan pihak-
pihak yang terbukti secara sah melakukan 
tindak pidana perikanan dalam pemeriksaan di 
                                                             
15H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 5. 
pengadilan dapat dikenakan sanksi pidana 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan 
pun. Timbulnya kejahatan menunjukkan bahwa 
di masyarakat telah terjadi kesenjangan sosial, 
banyak terjadi pengangguran. Kejahatan 
terorganisasi dalam bentuk pencurian ikan di 
laut, saat ini sedang marak dilakukan oleh kapal 
penangkap ikan di perairan luat Indonesia. Ada 
hal yang biasanya dilupakan, pelaku kejahatan 
umumnya hanya ingin mendapatkan uang 
dengan cara pintas, mencuri kekayaan laut 
dengan merampok atau merompak.16  Modus 
operandi kejahatan di laut dikelompokkan 
menjadi bentuk pencurian, penyelundupan dan 
perompakan.17 
Pencurian kekayaan laut dalam bentuk ikan, 
banyak dilakukan oleh nelayan asing. 
Penangkapan ikan tanpa izin, banyak dilakukan 
di perairan laut Indonesia dengan peralatan 
lengkap umumnya mereka mempergunakan 
pukat harimau. Modus operandinya bermacam-
macam antara lain dengan mempekerjakan 
nelayan local maupun memakai kapal asing 
berbendera Merah dan Putih (bendera Republik 
Indonesia), namun mereka tidak memiliki izin 
untuk menangkap ikap di perairan laut wilayah 
Indonesia. Pencurian ikan semacam ini cukup 
merugikan negara. Pernah tertangkap nelayan 
asing telah berhasil menangkap ikan sebanyak 
20 ton.18 
Apa yang dilakukan pemerintah terhadap 
kapal nelayan illegal ? direktur Jenderal 
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya 
Perikanana mengatakan; “penenggelaman 
kapal dilakukan terhadap kapal asing illegal 
yang melawan patrol pengawas sewaktu 
ditangkap. Kapal illegal yang kondisinya sudah 
tidak layak dan menghabiskan biaya tinggi juga 
ditenggelamkan. Selain itu penenggelaman juga 
dilakukan pada kapal asing illegal sitaan yang 
teronggok bertahun-tahun di pelabuhan dan 
menghambat alur pelayaran.19 
Dalam operasi jaring yang digelar Polri 
tanggal 9 sampai 28 Desember 2010 di wilayah 
rawan illegal fishing seperti di Sumut, Kepri, 
Kalbar, Maluku, Sulut dan Papua dapat 
                                                             
16 Sukandarrumidi, Op.Cit, hal. 29. 
17 Ibid, hal. 172. 
18 Ibid. 
19Sukandarrumidi, Op.Cit. hal. 173. 
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mengungkap puluhan kasus pencurian ikan di 
mana ratusan orang ditangkap. Dengan 
perincian yang dijadikan tersangka sebanyak 
194 orang, terdri dari 144 orang Vietnam dan 
50 orang WNI, serta kapal sebagai barang bukti 
berjumlah 31 kapal (gresnews.com). 20 
Kepedulian negara kita dalam memberantas 
tindak pidana di bidang perikanan (illegal 
fishing) bukan hanya membuat peraturan yang 
berupa peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan-kebijakan saja, melainkan juga 
berperan serta dengan negara-negara lain 
bersama-sama melakukan gerakan terhadap 
kejahatan tersebut.21 
Pada tahun 2009 yang lalu negara RI 
menandatangani Agreement on Port State 
Measures to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Ureported and Unregulated Fishing 
(perjanjian PSM), Indonesia bersama 9 
(sembilan) anggota FAO (organisasi untuk 
pangan dan pertanian PBB) menjadi pionir 
dalam menembus kekosongan hukum 
internasional terkait pemberantasan 
penangkapan ikan secara illegal (Republica 
Online, 23 November 2009). Sembilan negara 
yang ikut menandatangani perjanjian itu selain 
Indonesia adalah Angola, Brazil, Chile, Uni 
Eropa, Islandia, Norwegia, Samoa, Amerika 
Serikat dan Uruguay. Hal ini juga sekaligus 
melengkapi keanggotaan Indonesia sebagai 
pihak pada UNCLOS 1982 dan UN Fish Stock 
Agreement 1995. 22  Ditandatanganinya 
perjanjian tersebut merupakan bagian dari 
pelaksanaan amanat konstitusi untuk 
melindungi kekayaan sumber daya alam 
Indonesia, khususnya kekayaan laut, serta 
melengkapipenguatan rezim hukum nasional, 
khususnya hukum laut dan maritime. Selain itu 
langkah tersebut merupakan wujud kepedulian 
Indonesia atas upaya-upaya global dalam 
memberantas penangkapan ikan secara illegal 
melalui penguatan kerja sama antarnegara 
pelabuhan.23 
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum. Pasal 1 angka 5. Pengadilan 
Khusus adalah pengadilan yang mempunyai 
                                                             
20Gatot Supramono, Op.Cit, hal. 219. 
21 Ibid, hal. 192 
22 Ibid, hal. 192. 
23 Ibid, hal. 193. 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara tertentu yang hanya dapat 
dibentuk dalam salah satu lingkungan badan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 
1 angka 6. Hakim ad hoc adalah hakim yang 
bersifat sementara yang memiliki keahlian dan 
pengalaman di bidang tertentu untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang pengangkatannya diatur dalam 
undang-undang.  
Pasal 8 ayat:  
(1) Di lingkungan peradilan umum dapat 
dibentuk pengadilan khusus yang diatur 
dengan undang-undang.  
(2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat 
hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara, yang membutuhkan 
keahlian dan pengalaman dalam bidang 
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian serta 
tunjangan hakim ad hoc diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" 
ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di 
lingkungan peradilan umum di mana dapat 
dibentuk pengadilan khusus, misalnya 
pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan 
hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana 
korupsi, pengadilan hubungan industrial, 
pengadilan perikanan yang berada di 
lingkungan peradilan umum, sedangkan yang 
dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-
undang" adalah susunan, kekuasaan, dan 
hukum acaranya. Ayat (2) Yang dimaksud 
“dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat 
sementara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Tujuan diangkatnya 
hakim ad hoc adalah untuk membantu 
penyelesaian perkara yang membutuhkan 
keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, 
kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan 
hubungan industrial, telematika (cyber crime).  
Istilah “pembagian kekuasaan” berarti 
bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam 
beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal 
ini membawa konsekuensi bahwa di antara 
bagian-bagian itu dimungkinkan adanya 
kerjasama. Para pendiri negara (founding 
fathers and mothers) telah menunjukkan dasar 
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dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara 
menurut UUD 1945.24 Indonesia adalah negara 
hukum, dan salah satu unsur negara hukum 
yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam 
negara pembagian hukum, sebagaimana 
dikemukakan Sri Soemantri M, bahwa ada 4 
unsur penting dari negara hukum Indonesia 
sebagai berikut: 
1. Pemerintahan (dalam arti luas) dalam 
melaksanakan tugas kewajibannya harus 
berdasarkan hukum baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis; 
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi 
manusia (dan warganya); 
3. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-
badan peradilan); 
4. Adanya pembagian kekuasaan (distribution 
of powers) dalam negara.25 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang 
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara tertentu yang 
hanya dapat dibentuk dalam salah satu 
lingkungan badan peradilan yang berada di 
bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam 
undang-undang. Pasal 1 angka 9. Hakim ad hoc 
adalah hakim yang bersifat sementara yang 
memiliki keahlian dan pengalaman di bidang 
tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang pengangkatannya 
diatur dalam undang-undang. Pasal 27 ayat: 
(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk 
dalam salah satu lingkungan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.  
(2) Ketentuan mengenai pembentukan 
pengadilan khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. 
Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah 
pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan 
hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana 
korupsi, pengadilan hubungan industrial dan 
pengadilan perikanan yang berada di 
lingkungan peradilan umum, serta pengadilan 
                                                             
24  Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan 
Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006, 
hal. 32. 
25 Ibid. 
pajak yang berada di lingkungan peradilan tata 
usaha negara. 
Pasal 18. Kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Pasal 25 ayat: 
(1) Badan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung meliputi badan peradilan 
dalam lingkungan peradilan umum, 
peradilan agama, peradilan militer, dan 
peradilan tata usaha negara. 
(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara pidana 
dan perdata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berwenang memeriksa, 
mengadili, memutus, dan menyelesaikan 
perkara antara orang-orang yang beragama 
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara tindak 
pidana militer sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 32 ayat: 
(1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada 
pengadilan khusus untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara yang 
membutuhkan keahlian dan pengalaman di 
bidang tertentu dalam jangka waktu 
tertentu.  
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian hakim 
ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 
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1. Pemeriksaan di sidang pengadilan perkara 
tindak pidana perikanan. Pemeriksaan di 
sidang pengadilan dalam perkara tindak 
pidana di bidang perikanan dilakukan 
berdasarkan hukum acara yang berlaku, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang perikanan. Pemeriksaan di sidang 
pengadilan dapat dilaksanakan tanpa 
kehadiran terdakwa. Dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal penerimaan pelimpahan 
perkara dari penuntut umum, hakim harus 
sudah menjatuhkan putusan. Putusan 
perkara dapat dilakukan oleh hakim tanpa 
kehadiran terdakwa. Dalam hal putusan 
pengadilan dimohonkan banding ke 
pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah 
Agung, perkara tersebut diperiksa dan 
diputus dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
berkas perkara diterima. Hakim pengadilan 
perikanan terdiri atas hakim karier dan 
hakim ad hoc. Majelis hakim terdiri atas 2 
(dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim 
karier. Hakim karier ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung. Hakim ad hoc diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua 
Mahkamah Agung.  
2. Kedudukan pengadilan perikanan sebagai 
pengadilan khusus yang berada di di 
lingkungan peradilan umum sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan, berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus tindak pidana di 
bidang perikanan. Pengadilan perikanan 
berada di lingkungan peradilan umum 
dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. 
Pembentukan pengadilan perikanan 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden.  
 
B. Saran 
1. Pemeriksaan perkara tindak pidana 
perikanan di sidang pengadilan wajib 
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan 
tata cara peradilan sebagaimana diatur 
dalam hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan di bidang perikanan. 
Pemeriksaan perkara tindak pidana 
memerlukan kecermatan dan ketelitian dari 
majelis hakim agar putusan pengadilan 
dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum sesuai dengan alat bukti dan 
keyakinan hakim dalam memutus perkara. 
2. Kedudukan pengadilan perikanan sebagai 
pengadilan khusus yang berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak 
pidana di bidang perikanan perlu 
dilaksanakan dengan memperhatikan asas 
peradilan dilakukan dengan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. Pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara 
efesien dan efektif dengan tidak 
mengesampingkan ketelitian dan 
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